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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan Puji serta Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

Rahmat dan Hidayahnya, kami telah menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) 

Perubahan Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan . Rencana 

Kerja Perubahan  disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan   dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah, 

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2023, baik 

yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat 

Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.  
 

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 ini  dibuat sebagai acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran 

dan Penyelamatan, dengan harapan semua rencana  dapat terpenuhi sesuai dengan 

prioritas kebutuhan.  
 

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi petunjuk dan kekuatan bagi kita 

sekalian dalam melaksanakan pembangunan  di Kabupaten Indragiri Hilir. 

 
   Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
 Dan Penyelamatan  
 Kabupaten Indragiri Hilir, 
 

 

 Drs.H. NURSAL, M.Si 
 Pembina Utama Muda (IV/c) 
 NIP. 19681015 199303 1 004 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004 

tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN),  diwajibkan  

bagi  setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan 

dalam penyelenggaraan pembangunan,  baik  untuk  jangka  menengah  (lima  

tahunan)  maupun  jangka  pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka 

menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk 

perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perubahan 

2022, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana 

Pembangunan Tahunan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  yang  selanjutnya  

disebut  Rencana  Kerja  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (Renja-SKPD),  

adalah  dokumen  perencanaan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun”. 
 

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen 

perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana 

Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan 

RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 
 

Gambar  1.1 
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD 
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Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) berfungsi sebagai dokumen 

perencanaaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun. Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir merupakan arah 

pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala 

Daerah yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 

terpilih, dimana program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan sesuai 

dengan kepentingan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan 

Keuangan Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan 

Salah satu OPD Kabupaten Indragiri Hilir  memegang peranan penting dalam 

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya pelayanan 

kebakaran dan penyelamatan. Sebagai Institusi pemberi pelayanan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi, perlu menetapkan Rencana Kerja yang akan 

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

pertahun, dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada 

atau timbul sehingga dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan 

pelayanan di  masa depan. 

 

Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan  Tahun 2023, adalah dokumen perencanaan sebagai arah dan 

acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan  dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai 

dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan.  Dengan demikian Renja 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  mensinergikan perencanaan 

pembangunan melalui program-program yang merupakan satu kesatuan dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

 

1.2  LANDASAN HUKUM 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421);  
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b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, 

dan Nemenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1447); 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020  tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Thun 2020 Tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang 

Hasik Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

i. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir; 
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j. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 

Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah 

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023; 

k. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2018-2023; 

l. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud 

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan  Tahun 2023 difungsikan sebagai dokumen resmi bagi 

Pemerintah daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penuyelamatan ,  

dalam  merencanakan program dan kegiatan tahun 2023. 

b. Tujuan 

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai 

dasar dalam penyusunan  Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran  

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan.  

2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja 

tahunan pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban  khususnya 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.. 

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan bidang Ketentraman 

dan Ketertiban  khususnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  

saat ini, sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai  dalam 

rangka mewujudkan Visi dan Misi. 

 

 

 

 



5 
 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dokumen Rencana Kerja(Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan  Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

 Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan 

rancangan Perubahan Renja-PD agar substansi pada bab-bab 

berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisikan Latar Belakang, 

Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan 

dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja Tujuan, serta 

Sistematika Penulisan dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja 

(Renja). 

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan Capaian 

Kinerja Tahun sebelumnya, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai 

triwulan II dan capaian Renstra SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra 

SKPD. 

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerahberisi mengenai 

Program dan Kegiatan yang disertai dengan kebutuhan pendanaannya   

BAB  IV Penutup 
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BAB II 

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  

TAHUN BERKENAAN  

 

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI 

TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 
 

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan  tahun tahun 2023 

triwulan II tahun berkenaan adalah  untuk  mengidentifikasi  realisasi  pencapaian  

target  kinerja  program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana 

keberhasilan pelaksanaan  program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan 

yang dihadapi.  

a. Evaluasi  Hasil  Pelaksanaan  Renja Perubahan Tahun  2023, Realisasi 

Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat 

Daerah Tahun 2022  dan  Perkiraan  Capaian  Target  Renstra  Tahun  2018-

2023 

1) Program Pelayanan administrasi Perkantoran  

Indikator kinerja  outcome  pada  program ini  adalah  Cakupan 

Ketersediaan administrasi dan sarana dan Prasarana Aparatur 

Perkantoran, dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar  100 

%. Untuk Target Renstra sampai dengan tahun 2023 adalah 100%. 

Realisasi 2023 triwulan II sebesar 45,54 %,  dengan target kinerja 100%. 

Pada  program  ini  terdapat  6  kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Kegiatan 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

target 100 %, capaian sampai triwulan II sebesar 48,08 %. Pada 

kegiatan ini capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 100 %,  

capaian triwulan II sebesar 49,77 %. Pada kegiatan ini sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan. Kegiatan Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah target 100 % capaian triwulan II sebesar 68,04 %, 
capaian kinerja Triwulan ini sudah sesuai dengan target yang telah di 

tetapkan. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah target 100 %, 

capaian  triwulan II sebesar 65,43 % capaian kinerja sesuai target yang 

telah di tetapkan. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 



7 
 

Pemerintahan Daerah target 100 %, capaian triwulan II sebesar 47,14%, 

capaian kinerja sesuai target yang telah di tetapkan. Kegiatan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah target 100 % capaian sampai triwulan II sebesar 73,25 %, 
capaian kinerja sesuai target yang telah di tetapkan.  

 

2) Program Penanggulangan Bencana 

Indikator  kinerja  outcome  pada  program  ini  adalah  Persentase warga 

negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban 

kebakaran dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 100 %. 

Untuk target  Renstra sampai dengan tahun 2023 adalah 100 %. Realisasi 

2023 triwulan II sebesar 61,12 %,  dengan target kinerja 100%. Pada  

program  ini  terdapat  2  kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Kegiatan 

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana target 100 

% capaian triwulan II sebesar 60,65 % capaian kinerja sesuai target yang 

telah di tetapkan. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan 

Bencana target 100 % capaian triwulan II sebesar  90,16% capaian 

sesuai dengan target yang ditetapkan. 
 

3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan 

Penyelamatan Non Kebakaran 

Indikator  kinerja  outcome  pada  program  ini  adalah persentase warga 

negara yang memperoleh pelayanan kebakaran dan non 

kebakaran,dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar  100 

%. Untuk Target  Renstra sampai dengan tahun 2023 adalah 100 %. 

Realisasi 2023 triwulan II sebesar 61,61 %,  dengan target kinerja 100%. 

Pada  program  ini  terdapat  4  kegiatan dan 4 Sub Kegiatan. Kegiatan 

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota target 100 %, capaian kinerja triwulan II sebesar 76,09 % 
capaian kinerja Triwulan II sesuai target yang telah di tetapkan. Kegiatan 

Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran target 100 % capaian triwulan II 

sebesar 75,30 % capaian kinerja Triwulan II sesuai target yang telah di 

tetapkan. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran target 100 %, capaian  
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kinerja triwulan II sebesar 44,87 %, capaian kinerja Triwulan ini sudah 

sesuai target yang telah di tetapkan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

dalam Pencegahan Kebakaran target 100 % capaian triwulan II sebesar 

97,97 % capaian kinerja Triwulan II sudah sesuai target yang telah di 

tetapkan.  

 

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan  Renja Perubahan Tahun  2023  sampai 

dengan Triwulan II  Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten 

Indragiri Hilir  tersaji dalam Tabel  2.1  berikut. 
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EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN /KOTA 
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023 
 

 

K Rp K Rp K  Rp K  Rp K  Rp K  Rp K  Rp K  Rp K  Rp 

(1) (2) (4) (7)

1. Cakupan Ketersediaan 

administrasi dan Sarana 

dan Prasarana Aparatur 

Perkantoran

100 6.775,63 100 5.882,15 100 11,87 1.346,09 33,67 2.281,35 - - - - 45,54 3.627,44 145,54 9.509,59           145,54 140,35             

1.1 Persentase Perencanaan 

kinerja yang disusun 

sesuai standar 

100 88,4 22 84,98 100 13.01 11,50 35,07 31,00 - - - - 48,08 42,50 70,08 127,48              70,08 144,21             

1.1.1. Sub kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah laporan Kinerja 

SKPD yang disusun

10 88,4 6 84,98 10 1 11,50 4 31,00 - - - - 5 42,5 11 127,48              110 144,21             

1.2 Persentase Laporan 

Keuangan yang disusun 

sesaui standar

100 4.765,69 100 4.408,00 100 14,60 695,73 35,17 1.675,98 - - - - 49,77 2.371,71 149,77 6.779,71           149,77 142,26             

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN

Jumlah ASN yang 

diberikan gaji dan 

Tunjangan

50 4.765,69 50 4.408,00 50 50 695,73 50 1.675,98 - - - - 50 2.371,71 100 6.779,71           200 142,26             

1.3 Persentase Aparatur 

yang berkinerja Baik

100 91,64 0 100 68.04 62,35 - - - - - - 68,04 62,35 68,04 62,35                68,04 68,04               

1.3.1 Sub Kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

8 91,64 0 8 5 62,35 - - - - - - 5 62,35 5 62,35                62,5 68,04               

1.4 Persentase sarana 

prasarana dalam kondisi 

baik

100 762,99 100 824,83 100 49,98 381,35 15,45 140,79 - - - - 65,43 522,14 165,43 1.346,97           165,43 176,54             

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

disediakan

16 12,40 15 4,35 16 2 1,50 3 2,85 - - - - 5 4,35 20 8,70                  125 70,16               

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan 

Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Jenis peralatan 

dan Perlengkapan kantor 

yang disediakan

12 157,42 62 164,71 12 8 119,42 1 5,90 - - - - 9 125,32 71 290,03              591,6667 184,24             

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Meningkatnya 

penyelenggaraan 

Reformasi Birokrasi dan 

Akuntabiltas Kinerja 

Dinas Pemadam 

Kebakaran dan 

Penyelamatan 

1

No Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program (outcome)/ 

Kegiatan (output)/Sub 

Kegiatan (output)

I II III IV

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja 

Perangkat Daerah 

Tahun berjalan 

(Tahun 2023) yang 

dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah yang 

dievaluasi

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra 

Perangkat Daerah s/d 

tahun 2023

Tingkat Capaian Kinerja 

Dan Realisasi Anggaran 

Renstra Perangkat 

Daerah s/d tahun 2023 (%)

(13 = 6 + 12 ) (14 = 13/5 x 100% )(10) (11) (12)(3) (8) (9)(6)

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra Perangkat 

Daerah sampai dengan 

Renja Perangkat Daerah 

Tahun 2022

Target Renstra 

Perangkat Daerah pada 

Tahun 2023

(5)
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1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik 

kantor yang disediakan

2 139,94 2 101,59 2 2 25,57 2 20,34 - - - - 2 45,91 4 147,50              200 105,40             DPKP Kab. Inhil

1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

disediakan

15 40,00 7 36,22 15 12 34,50 1 4,25 - - - - 13 38,75 20 74,97                133,3333 187,43             DPKP Kab. Inhil

1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan 

yang Disediakan

3 2,76 270 250,65 3 3 0,40 3 0,60 - - - - 3 1,00 273 251,65              9100 9.117,75          DPKP Kab. Inhil

1.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Koordinasi dan 

Konsultasi yang dilakukan

105 410,45 83 267,29 105 48 199,46 24 106,83 - - - - 72 306,29 155 573,58              147,619 139,74             DPKP Kab. Inhil

1.5 Persentase ketersediaan 

jasa pendukung 

operasional kantor

100 585,25 100 379,99 100 23,35 136,66 23,79 139,23 - - - - 47,14 275,89 147,14 655,88              147,14 112,07             DPKP Kab. Inhil

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah laporan penyedian 

jasa surat menyurat

70 5,00 100 3,00 70 21 1,50 7 0,50 - - - - 28 2,00 128 5,00                  182,8571 100,00             DPKP Kab. Inhil

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang 

Disediakan

3 90,60 4 61,25 3 3 14,01 3 15,37 - - - - 3 29,38 7 90,63                233,3333 100,03             DPKP Kab. Inhil

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan

23 489,65 23 7 121,14 7 123,36 - - - - 7 244,50 25 560,22              108,6957 114,41             

Jumlah pengelolaan 

administrasi yang baik

23 23 23 23 - - - - 23 23 100

1.6 Persentase sarana dan 

prasarana pendukung 

kinerja perangkat daerah 

yang terpelihara dengan 

baik

100 481,68 100 124,26 100 12,14 58,48 61,11 294,33 - - - - 73,25 352,81 173,25 477,07              173,25 99,04               DPKP Kab. Inhil

1.6.1
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah angkutan darat tak 

bermotor yang dipelihara 

dan dibayarkan pajaknya

20 180,72 15 84,27 20 3 23,82 5 37,92 - - - - 8 61,74 23 146,01              115 80,79               DPKP Kab. Inhil

1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan 

mesin lainnya yang 

terpelihara

25 15,06 7 9,99 25 7 4,66 4 1,91 - - - - 11 6,57 18 16,56                72 109,96             DPKP Kab. Inhil

1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah sarana dan 

prasaran pendukung 

gedung kantor atau 

bangunan lainnya yang 

dipelihara atau yang 

direhabilitasi

1 285,90 1 30,00 1 0 30,00 1 254,50 - - - - 1 284,50 2 314,50              200 110,00             DPKP Kab. Inhil

1.5.3

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor

315,72 DPKP Kab. Inhil18
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2 Persentase Warga 

Negara yang 

Memperoleh Layanan 

Penyelamatan dan 

evakuasi Korban 

Kebakaran

100 3.935,59 100 4.283,88 100 12,96 510,08 48,16 1.895,57 - - - - 61,12 2.405,65 161,12 6.689,53           161,12 169,98             DPKP Kab. Inhil

2.1 Persentase kejadian 

kebakaran dan non 

kebakaran yang dilayani

100 3.872,53 100 4.283,88 100 11,83 458,26 48,82 1.890,52 - - - - 60,65 2.348,78 160,65 6.632,66           160,65 171,27             DPKP Kab. Inhil

2.1.1 Sub Kegiatan Pengendalian 

Operasi dan Penyediaan Sarana 

Prasarana Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Kabupaten/Kota

Jumlah sarana dan 

prasarana kebakaran dan 

penyelamatan yang 

disediakan

15 2.029,51 7 3.159,85 15 1 45,63 12 1.451,27 - - - - 13 1.496,90 20 4.656,75           133,3333 229,45             DPKP Kab. Inhil

2.1.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko 

Bencana Kabupaten/Kota

Pengelolaan Resiko 

Bencana yang tertangani

100 1.843,02 3 1.116,01 100 100 412,63 100 439,24 - - - - 100 851,87 103 1.967,88           103 106,77             DPKP Kab. Inhil

2.2 Persentase kelembagaan 

penanganan kebakaran 

yang aktif

100 63,05 0 100 82,15 51,81 8,01 5,05 - - - - 90,16 56,86 90,16 56,86                90,16 90,18               DPKP Kab. Inhil

2.2.1 Sub Kegiatan Penguatan 

Kelembagaan Bencana 

Kabupaten/Kota

Jumlah mitra kelembagaan 

penanganan kebakaran

29 63,05 0 29 18 51,81 2 5,05 - - - - 20 56,86 20 56,86                68,96552 90,18               DPKP Kab. Inhil

3 Meningkatnya 

Pencegahan dan 

Penanggulangan Bahaya 

Kebakaran

3 Persentase Warganegara 

yang memperoleh 

Pelayanan Kebakaran 

dan Non Kebakaran

100 803,32 100 300,90 100 36,63 294,22 24,98 200,65 - - - - 61,61 494,87 161,61 795,77              161,61 99,06               DPKP Kab. Inhil

3.1 Persentase Efektifitas 

pencegahan, 

Pengendalian 

Pemadaman, 

Penyelamatan dan 

Penanganan bahan 

Berbahaya dan Beracun

100 349,99 100 174,63 100 42,89 150,13 33,20 116,19 - - - - 76,09 266,32 176,09 440,95              176,09 125,99             DPKP Kab. Inhil

Meningkatnya 

Kesadaran Masyarakat

2

PROGRAM PENCEGAHAN, 

PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON 

KEBAKARAN

Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, 

Pemadaman, Penyelamatan, dan 

Penanganan Bahan Berbahaya dan 

Beracun Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan Penataan Sistem Dasar 

Penanggulangan Bencana
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Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Kegiatan 

Kesiapsiagaan Petugas 

Piket dan Penyelamatan/ 

Evakuasi Saat 

Penanggulangan 

Kebakaran dan Non 

Kebakaran

2 349,99 2 2 150,13 2 116,19 - - - - 2 266,32 18 900 125,99             DPKP Kab. Inhil

Jumlah evakuasi 

kebakaran dan non 

kebakaran yang tertangani

125 125 63 41 - - - - 104 104 83,2

3.2 Persentase Peralatan 

Proteksi kebakaran 

dalam kondisi baik

100 144,82 100 61,79 100 18,73 27,12 56,57 31,92 - - - - 75,30 59,04 175,3 120,83              175,3 83,43               DPKP Kab. Inhil

3.2.1 Sub Kegiatan Pendataan Sarana 

Prasarana Proteksi Kebakaran

Jumlah peralatan proteksi 

kebakaran yang didata

550 144,82 450 61,79 550 74 27,12 265 31,92 - - - - 339 59,04 789 120,83              143,4545 83,43               DPKP Kab. Inhil

3.3 Persentase hasil 

pelaksanaan investigasi 

kejadian kebakaran

100 250,00 100 64,45 100 24,44 61,10 20,43 51,08 - - - - 44,87 112,18 144,87 176,63              144,87 70,65               DPKP Kab. Inhil

3.3.1 Sub Kegiatan Investigasi Kejadian 

Kebakaran, meliputi Penelitian 

dan Pengujian Penyebab Kejadian 

Kebakaran

Jumlah Dokumen yang 

Memuat Hasil Kejadian 

Kebakaran yang Dilakukan 

Investigasi Lanjutan 

Meliputi Penelitian dan 

Pengujian

15 250,00 8 64,45 15 4 61,10 3 51,08 - - - - 7 112,18 15 176,63              100 70,65               DPKP Kab. Inhil

3.4 Persentase partisipasi 

masyarakat dalam upaya 

pencegahan kebakaran

100 58,50 0 100 95,49 55,86 2,48 1,45 - - - - 97,97 57,31 97,97 57,31                97,97 97,97               DPKP Kab. Inhil

3.4.1 Sub Kegiatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Pencegahan 

dan Penanggulangan Kebakaran 

Melalui Sosialisasi dan Edukasi 

Masyarakat

Jumlah Warga Masyarakat 

yang Mendapatkan 

Sosialisasi Edukasi 

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Kebakaran Setiap 

Tahunnya

100 58,50 0 100 85 55,86 10 1,45 - - - - 95 57,31 95 57,31                95 97,97               DPKP Kab. Inhil

Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi 

Kebakaran

Kegiatan Investigasi Kejadian 

Kebakaran

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

dalam Pencegahan Kebakaran

440,95              163.1.1 Sub Kegiatan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Kebakaran dan 

Non Kebakaran

174,63
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

Rencana Program prioritas disajikan berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan 

urusan pemerintah daerah. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh 

urusan wajib dan pilihan telah diprioritaskan sesuai dengan tujuan dan sasaran 

pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum  khusunya Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan. Program prioritas yang disertai dengan kebutuhan 

pendanaan disajikan pada tabel 3.1 
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3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 

Tabel 3.1 

Program Kegiatan dan Sub kegiatan Perubahan Tahun 2023 

 

Kode 
Urusan/Bidang 

Urusan/Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Program/ Kegiatan/ Sub 
Kegiatan 

Target 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Target 2023 Pagu Indikatif 

Lokasi 
Sumber     

Dana 

Prioritas 
Kelompok 

Sasaran 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2024 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 
RKPD 2023 
Perubahan 

Nasional Daerah Target Pagu Indikatif 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 
DASAR                

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM SERTA PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

    11,395,122,754 11.514.593.754 11.500.213.754 Kab. Inhil DAU    
 

10.433.014.000  

1.05.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Cakupan Ketersediaan administrasi 
dan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Perkantoran 

100 
Persen 

100 
Persen 

100 
Persen 

6,653,431,604 6.775.673.604 6,764,293,754 Kab. Inhil DAU    100  Persen 
 

      6.250.933.735 
 

DPKP 
KAB. 
INHIL     

1.05.01.
2.01 

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase Perencanaan kinerja 
yang disusun sesuai standar 

100 
Persen 

100 
Persen 

100 
Persen 

88.400.000 88.400.000 88.400.000 Kab. Inhil DAU    
100 Persen 

 
 

           99.160.000 
 

DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.01.
2.01.06 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah laporan Kinerja SKPD yang 
disusun 

10 
Laporan 

10 
Laporan 

10 
Laporan 

88.400.000 88.400.000 88.400.000 Kab. Inhil DAU   Dokumen 
Laporan 10 Dokumen 

 
           99.160.000 

 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.01.
2.02 

Kegiatan Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase Laporan Keuangan yang 
disusun sesaui standar 

100 
Persen 

100 
Persen 

100 
Persen 

4,665,097,558 4.765.697.558 4.765.697.558 Kab. Inhil DAU    
 

100 Persen 
 

4.804.581.605 
 

DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.01.
2.02.01 

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah ASN yang diberikan gaji dan 
Tunjangan 50 Orang 50 Orang 50 Orang 4,665,097,558 4.765.697.558 4.765.697.558 Kab. Inhil DAU   Aparatur Sipil 

Negara 49 Orang 
4.804.581.605 

 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.01.
2.05 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase Aparatur yang 
berkinerja Baik 

100 
Persen 

100 
Persen 

100 
Persen 

104,708,000 91.644.000 89.692.000 Kab. Inhil DAU    100 Persen 56.868.000 
DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.01.
2.05.09 

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

8 Orang 8 Orang 8 Orang 104,708,000 91.644.000 89.692.000 Kab. Inhil DAU   Aparatur Sipil 
Negara 5 Orang 56.868.000 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.01.
2.06 

Kegiatan Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase sarana prasarana 
dalam kondisi baik 

100 
Persen 

100 
Persen 

100 
Persen 

781,798,700 762.995.700 810.005.800 Kab. Inhil DAU    100 Persen 
 

         
540.538.930 

DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.01.
2.06.01 

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang disediakan 

16 Jenis 16 Jenis 16 Jenis 12.409.300 12.409.300 12.409.300 Kab. Inhil DAU   Administrasi 
Umum 

15 Paket 
 
 

           
9.755.290 

 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.01.
2.06.02 

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Jenis peralatan dan 
Perlengkapan kantor yang 
disediakan 

12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 137,873,400 157.428.400 155.363.500 Kab. Inhil DAU   Administrasi 
Umum 

3 Paket 
 
 

        28.900.390 
 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.01.
2.06.04 

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah bahan logistik kantor yang 
disediakan 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 139.945.000 139.945.000 112.600.000 Kab. Inhil DAU   Administrasi 

Umum 
2 Jenis 

 
 

        
137.172.000 

 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.01.
2.06.05 

Sub Kegiatan Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Paket barang Cetakan dan 
Penggandaan yang disediakan 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 40.000.000 40.000.000 56.984.000 Kab. Inhil DAU   Administrasi 

Umum 
15 Paket 

 

          
30.411.250 

DPKP KAB. 
INHIL 
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1.05.01.2.
06.06 

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan 
yang Disediakan 

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 2.760.000 2.760.000 2.760.000 Kab. Inhil DAU   Administrasi 
Umum 

3 Dokumen 
 

            
3.600.000 

 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.01.2.
06.09 

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 
yang dilakukan 105 Kali 105 Kali 105 Kali 448,811,000 410.453.000 469.889.000 Kab. Inhil DAU   Administrasi 

Umum 98 Kali 
        

330.700.000 
DPKP KAB. 

INHIL 
1.05.01.2
.08 

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase ketersediaan jasa 
pendukung operasional kantor 100 persen 100 persen 100 persen 591,743,600 585.252.600 569.612.600 Kab. Inhil DAU    

100 Persen 
 

582.065.200 
DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.01.2.
08.01 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah laporan penyedian jasa 
surat menyurat 70 Laporan 70 Laporan 70 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kab. Inhil DAU   Administrasi 

Umum Kantor 
50 Laporan 

 
5.600.000 

 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.01.2.
08.02 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan 

3 Laporan  3 Laporan  3 Laporan  90.600.000 90.600.000 74.960.000 Kab. Inhil DAU   Administrasi 
Umum Kantor 

3 Laporan 
 

90.550.000 
 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.01.2.
08.04 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 
- Jumlah pengelolaan administrasi 
yang baik 

23  Laporan 
 

23  Orang 

23  Laporan 
 

23  Orang 

23  Laporan 
 

23  Orang 
496,143,600 489.652.600 489.652.600 Kab. Inhil DAU   Administrasi 

Umum Kantor 12 Laporan 
 
 

485.915.200 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.01.2
.09 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase sarana dan prasarana 
pendukung kinerja perangkat 
daerah yang terpelihara dengan 
baik 

100 Persen 100 Persen 100 Persen 421,683,746 481.683.746 440,885,796 Kab. Inhil DAU    
100 Persen 

 
167.720.000 

 

DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.01.2.
09.01 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah angkutan darat tak 
bermotor yang dipelihara dan 
dibayarkan pajaknya 

20 Unit 20 Unit 20 Unit 180.720.000 180.720.000 139.922.050 Kab. Inhil DAU   Sarana dan 
Prasarana 

30 Unit 
 

130.720.000 
 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.01.2.
09.06 

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah peralatan dan mesin lainnya 
yang terpelihara 25 Unit 25 Unit 25 Unit 15,063,746 15.063.746 15.063.746 Kab. Inhil DAU   

Sarana 
dan 

Prasarana 
15 Unit 

 
17.000.000 

 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.01.2.
09.09 

Sub Kegiatan Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah sarana dan prasaran 
pendukung gedung kantor atau 
bangunan lainnya yang dipelihara 
atau yang direhabilitasi 

1 Unit 1 Unit 1 Unit 225,900,000 285.900.000 285.900.000 Kab. Inhil DAU   Sarana 
dan 

Prasarana 
1 Unit 

 
20.000.000 

 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.03. PROGRAM PENANGGULANGAN 
BENCANA 

Persentase Warga Negara yang 
Memperoleh Layanan 
Penyelamatan dan evakuasi 
Korban Kebakaran 

100 
 Persen 

100 
 Persen 

100  
Persen 

3,988,361,900 3.935.590.900 3.932.590.900 Kab. Inhil DAU 
  

   DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.03.2
.02 

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

Persentase kejadian kebakaran dan 
non kebakaran yang dilayani 

100 
Persen 

100 
Persen 

100 
Persen 

3,925,306,900 3.872.535.900 3.872.535.900 Kab. Inhil DAU 
  

   
 

DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.03.2.
02.03 

Sub KegiatanPengendalian Operasi dan 
Penyediaan Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah sarana prasarana kebakaran 
dan Penyelamatan yang disediakan 

15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 2,082,284,900 2.029.513.900 2.029.513.900 Kab. Inhil DAU 
  

Kesipasiagaan  
petugas dan 

sarana & 
Prasarna  

 
 
 
 
 

 DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.03.2.
02.05 

Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko 
Bencana Kabupaten/Kota 

Pengelolaan Resiko Bencana yang 
tertangani 

100 
Persen 

100 
Persen 

100 
Persen 

1.843.022.000 1.843.022.000 1.843.022.000 Kab. Inhil DAU 
  

Kesipasiagaan  
petugas dan 

sarana & 
Prasarna 

  DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.03.2
.04 

Kegiatan Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan Bencana 

Persentase kelembagaan 
penanganan kebakaran yang aktif 

100 
Persen 

100 
Persen 

100 
Persen 

63.055.000 63.055.000 60.055.000 Kab. Inhil DAU 
  

   DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.03.2.
04.02 

Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan 
Bencana Kabupaten/Kota 

Jumlah mitra kelembagaan 
penanganan kebakaran 

29 Kelompok 29 Kelompok 29 Kelompok 63.055.000 63.055.000 60.055.000 Kab. Inhil DAU 
  

Satrekar   DPKP KAB. 
INHIL 
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1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, 
PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN 
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 
NON KEBAKARAN 

Persentase Warganegara yang 
memperoleh Pelayanan Kebakaran 
dan Non Kebakaran 

100 
Persen 

100 
Persen 

100 
Persen 

753,329,250 803,329,250 803.329.100 Kab. Inhil DAU    
100 Persen 

 
4.182.080.265 

DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.04.2
.01 

Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, 
Pemadaman, Penyelamatan, dan 
Penanganan Bahan Berbahaya dan 
Beracun Kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase Efektifitas pencegahan, 
Pengendalian Pemadaman, 
Penyelamatan dan Penanganan 
bahan Berbahaya dan Beracun 

100 
Persen 

100 
Persen 

100 
Persen 

349,999,850 349.999.850 349.999.850 Kab. Inhil DAU   
 

100 Persen 
 

3.991.999.878 

DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.04.2.
01.0002 

Sub Kegiatan Pemadaman dan 
Pengendalian   Kebakaran dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas  
Piket dan Pemadaman Kebakaran 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 

          
Penyelamatan 
dan Evakuasi 

Korban 
Kebakaran 

12 Laporan 1.790.200.126 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.04.2.
01.03 

Sub Kegiatan Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban Kebakaran dan Non 
Kebakaran 

- Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan 
Petugas Piket dan Penyelamatan/ 
Evakuasi Saat Penanggulangan 
Kebakaran dan Non Kebakaran 
- Jumlah evakuasi kebakaran dan 
non kebakaran yang tertangani 

2 Dokumen 
 
 
 

125 Kejadian 
 

2 Dokumen 
 
 
 

125 Kejadian 
 

2 Dokumen 
 
 
 

125 Kejadian 
 

349.999.850 349.999.850 349.999.850 Kab. Inhil DAU 
  Penyelamatan 

dan Evakuasi 
Korban 

Kebakaran  

 
2 Dokumen 

 
 

         
50.772.180 

 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.04.2.
01.0007 

Sub Kegiatan Pembinaan  Aparatur 
Pemadam Kebakaran 

Jumlah Aparatur Pemadam 
Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi 
Keterampilan Teknis dan Analis 
Dalam Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran 

   

     
  Aparatur Sipil 

Negara 
3 orang 40.000 000 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.04.2.
01.0017 

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pencegahan, 
penanggulangan kebakaran dan alat 
pelindung diri 

Jumlah Sarana dan Prasarana untuk 
pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran dan alat pelindung diri 
yang sah dan legal sesuai standar 
teknis terkait 

   

     
  Sarana dan 

Prasarana 
34 Jenis 2.111.027.572 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.04.2
.02 

Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi 
Kebakaran 

Persentase Peralatan Proteksi 
kebakaran dalam kondisi baik 

100 
Persen 

100 
Persen 

100 
Persen 

94,828,800 144.828.800 144.828.800 Kab. Inhil DAU    
100 Persen 

 
 

49.999.710 
DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.04.2.
02.01 

Sub Kegiatan Pendataan Sarana 
Prasarana Proteksi Kebakaran 

Jumlah peralatan proteksi 
kebakaran yang didata 550 Unit 550 Unit 550 Unit 94,828,800 144.828.800 144.828.800 Kab. Inhil DAU   

Peralatan 
Proteksi 

Kebakaran 

12 Dokumen 
 

           24.999.855 
 

DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.04.2.
02.0002 

Sub Kegiatan Penilaian Sarana 
Prasarana Proteksi Kebakaran 

Jumlah Dokumen yang Memuat 
Data Bangunan/ Gedung/ 
Lingkungan yang Memenuhi 
Kelaikan Standar Sarana Prasarana 
Proteksi Kebakaran 

        
  Peralatan 

Proteksi 
Kebakaran 

12 Dokumen 
           24.999.855 

 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.04.2
.03 

Kegiatan Investigasi Kejadian 
Kebakaran 

Persentase hasil pelaksanaan 
investigasi kejadian kebakaran 100 Persen 100 Persen 100 Persen 250.000.000 250.000.000 249.999.850 Kab. Inhil DAU    

100 Persen 
 

55.080.677 
DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.04.2.
03.01 

Sub Kegiatan Investigasi Kejadian 
Kebakaran, meliputi Penelitian dan 
Pengujian Penyebab Kejadian 
Kebakaran 

Jumlah Dokumen yang Memuat 
Hasil Kejadian Kebakaran yang 
Dilakukan Investigasi Lanjutan 
Meliputi Penelitian dan Pengujian 

15 Dokumen 
 

15 Dokumen 
 

15 Dokumen 
 

250.000.000 250.000.000 249.999.850 Kab. Inhil DAU   Kejadian 
Kebakaran 

12 Dokumen 
 

55.080.677 
 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.04.2
.04 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pencegahan Kebakaran 

Persentase partisipasi masyarakat 
dalam upaya pencegahan 
kebakaran 

100 Persen 100 Persen 100 Persen 58.500.600 58.500.600 58.500.600 Kab. Inhil DAU    100 Persen 85.000.000 
DPKP 
KAB. 
INHIL 

1.05.04.2.
04.01 

Sub Kegiatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran Melalui 
Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 

Jumlah Warga Masyarakat yang 
Mendapatkan Sosialisasi Edukasi 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Setiap Tahunnya 

23  Orang 23  Orang 23 Orang 58.500.600 58.500.600 58.500.600 Kab. Inhil DAU   Kelompok 
Masyarakat 

120 Orang 35.000.000 

DPKP KAB. 
INHIL 

1.05.04.2.
04.0002 

Sub Kegiatan Pembentukan dan 
Pembinaan Relawan Pemadam 
Kebakaran 

Jumlah Desa/Kelurahan yang 
Terbentuk dan Terbina Relawan 
Pemadam Kebakaran pada Lingkup 
Sistem Ketahanan Kebakaran 
Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 

        
  Desa/Kelurah

an 

50 
Desa/Kelurah

an 
50.000.000 

DPKP KAB. 
INHIL 
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Berdasarkan tabel 3.1, dapat diuraikan  bahwa RKPD Perubahan tahun 2023 Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari 3 program, 12 kegiatan dan 22 

sub kegiatan. Rumusan program, kegiatan dan  sub kegitan tersebut telah sesuai 

dengan rancangan perubahan RKPD 2023, dengan pagu anggran sebesar 

Rp.11.514.593.754,00 (sebelas miliyar lima ratus empat belas juta lima ratus 

Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah ). 
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BAB IV 

PENUTUP 

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

tahun 2023, adalah dokumen perencanaan sebagai arah dan acuan  dari  seluruh 

komponen  Program dan Kegiatan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai Visi, 

Misi dan arah kebijakan pembagunan  bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 

serta perlindungan masyarakat, dengan demikian Renja Dinas Pemadam Kebakaran 

dan Penyelamatan mesinergikan perencanaan Pembangunan Daerah melalui 

Program, Kegiatan dan sub Kegitan  yang merupakan satu kesatuan dari rencana 

pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir. 

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

merupakan perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh 

seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Keberadaan Rencana 

Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu cara 

dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Program-

program yang disusun merupakan penjabaran atas kebijakaan yang telah ditentukan, 

yang kemudian disesuaikan dengan pembagian program tanpa mengesampingkan 

kebijakan Internal dalam upaya peningkatan penanggulangan kesiagaan dan 

pencegahan bahaya kebakaran wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Rencana Kerja 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diharapkan dapat dievaluasi dan 

diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, program dan kegiatan pada periode 

tertentu secara berkala pada setiap tahunnya melalui akuntabilitas Kinerja. 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir terus 

berupaya mengatasi segala kendala dan permasalan program dan kegiatan untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan, baik kendala teknis maupun anggaran. Beberapa 

kendala teknis yang dihadapi dilapangan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Catatan Penting 

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada renja perubahan Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  tahun 2023  antara lain: 

- Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Berpedoman pada Renstra  
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- Penyusunan Renja Perubahan disesuaikan dengan pencapaian target SPM 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

 

b. Kaedah Pelaksanaan  

- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten indragiri Hilir 

berkewajiban untuk melaksanakan Program-program dan kegiatan-kegiatan 

yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2023 dengan efektif dan 

efesien. 

- Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2023 sebagai langkah awal dalam 

penyusunan anggaran perubahan tahun 2023, dan dijabarkan lebih lanjut 

dalam dokumen pelaksanaan anggaran perubahan. 

- Menjaga konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan program dan kegiatan antara RKPD, Renja dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran. 

 

c. Rencana Tindak Lanjut 

Adapun rencana tindak lanjut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

Kabupaten Indragiri Hilir  adalah : 

- berkomitmen untuk melaksanakan Program dan Kegiatan mengacu pada 

dokumen pelaksanaan anggaran perubahan tahun 2023 yang telah ditetapkan 

- meningkatkan kinerja pelayanan Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan 

sesuai target standar pelayanan minimal (SPM). 

Semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini senantiasa bisa memberikan 

gambaran kebutuhan nyata terhadappemberian pelayanan pemadamankebakaran 

dan penyelamatan kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. 

 Tembilahan,        Agustus  2023 

 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
                                                                        Dan Penyelamatan  
 Kabupaten Indragiri Hilir, 
 

 
 
 Drs. H. NURSAL, M.Si 
 Pembina Utama Muda (IV/c) 
 NIP. 19681015 199303 1 004 
 


